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BAB I: PENDAHLUAN 
 

 Dasar hukum Kunspek Komisi II DPR RI ke Provinsi  Aceh ini adalah amanat fungsi 

pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3, yaitu: 

Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan kunjungan kerja.  

 

 Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Aceh dilaksanakan  pada Tanggal 27 

November 2023. Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 -2024 ini, Komisi II DPR 

RI melakukan kunspek ke 3 (tiga) Provinsi, yaitu: Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan 

Provinsi Aceh. 

 

 Adapun nama-nama Tim Kunjungan Anggota Komisi II DPR RI ke Provinsi Aceh adalah 

sebagai berikut: 

 

 
 



Kunjungan Komisi II DPR RI ke Aceh didampingi oleh Kasubag dan staf serta Tenaga 

Ahli Komisi II DPR RI. Pada rapat ini, juga dihadiri oleh perwakilan dari pejabat 

Pemprov Aceh bersama jajaran, KIP Aceh, Panwaslih Aceh, Jajaran Kejaksaan dan 

Kepolisian, dan pihak-pihak lain terkait dengan persiapan Pemilu 2024. 

 

 Maksud dan tujuan kunker Komisi II DPR RI adalah untuk melakukan pengawasan dan 

evaluasi menyeluruh terhadap Mitra Kerja Komisi II DPR RI yang berada di Provinsi 

Aceh, diantaranya: 

 

a. Evaluasi persiapan pelaksanaan dan pengawasan tahapan Pemilu Serentak 2024, 

khususnya pegawasan terhadap tahapan yang saat ini sedang berlangsung dan 

tahapan yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan; 

b. Pengawasan terhadap kinerja KIP Aceh dan Panwaslih Aceh dalam melakukan 

persiapan tahapan Pemilu Serentak 2024. 

 

 
BAB II: HASIL KUNJUNGAN 

 
A. Pengantar Bapak  Dr. H. Syamsurizal, SE., MM., Wakil Ketua Komisi II DPR RI 

 
Bapak/Ibu yang saya hormati 
 
Pelaksanaan pemilu seretentak 2024 semakin dekat. Tanggal 28 November ini  kita 
bersama-sama akan memulia masa kampanye dari para calon. Kita harapkan pemilu 
yang akan datang ini semakin berkualitas.  Kita melihat sejauh ini proses tahapan pemilu 
berjalan dengan baik. Dengan proses yang baik ini kita akan mendapatkan putra-putri 
terbaik untuk memimpin bangsa kedepan.  
 
Regulasi yang mengatur teknis pelaksanaan pemilu juga sudah disahkan, termasuk 
megenai pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu ini. Hal yang 
sama juga mengenai teknis pengawasan pemilu, khususnya yang berkaitan dengan 
netralitas ASN, TNI dan Polri juga sudah diatur dengan baik dalam rangkat mewujudkan 
pemilu yang jurdil, transparan dan demokratis. 
 
Namun demikian, ada pun beberapa permasalahan menjadi objek pengawasan DPR 
sesuai tahapan Pemilu serentak 2024 saat ini, diantaranya: 

a. Perkembangan perekaman, pencetakan, penyediaan blangko, fasilitas dan 
kelangkapan alat perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el) yang 
dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Aceh. 

b. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Aceh yang telah ditetapkan dan 
jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Provinsi Aceh, apakah sudah 



bersih dari Pemilih Ganda, Pemilih yang tidak punya KTP elektronik, Pemilih Alih 
status dari Sipil menjadi TNI/Polri, Pemilih sudah meninggal Dunia tetapi masih 
tercantum dan Pemilih yang sudah berpindah domisili 

c. Terkait dengan Kebijakan dan terobosan Pemprov Aceh dalam menjamin 
Netralitas ASN menjelang tahapan Kampanye dan tahapan pemungutan suara 
Pemilu 2024. 

d. Terkait dengan Verifikasi Caleg yang dijalankan oleh KIP Aceh pada masa 
Pencermatan sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Apakah ada Caleg 
dalam DCS yang wafat dan Caleg mengundurkan diri dalam masa Pencermatan 
sebelum Penetapan DCT serta proses pengantian Caleg tersebut, apakah ada 
permasalahan yang terjadi. 

e. Terkait Distribusi Logistik yang sudah diterima dari KPU RI dan terkait Pengadaan 
Perlengkapan untuk Pemungutan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya, 
dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya oleh Sekretariat KPU Provinsi Aceh. 

f. Persiapan dan kesiapan menjelang Tahapan Kampanye Pemilu pada tanggal 28 
November 2023 mendatang. Meningat Tahapan Kampanye hanya berdurasi 75 
Hari, bagaimana persiapan pelaksanaan dan pembagian Jadwal Kampanye Calon 
Legislatif DPR, DPD dan DPRD serta Paslon Presiden dan Wakil Presiden.  

g. Terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.9. 1 /435/SJ 
Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati 
Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dimana 
Alokasi Anggaran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan (Pilkada) 
Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan masuk dalam APBD untuk Tahun 
Anggaran 2023 sebesar 40% (empatpuluhpersen) paling lambat tanggal 10 
November 2023 dan untuk alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar 60% 
(enampuluhpersen) paling lambat tanggal 15 Desember 2023 dari nilai NPHD, 
Bagaimana dengan perencanaan program dan besarnya anggaran yang 
dialokasikan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KIP dan 
Panwaslih Aceh. Apakah Pemda sudah mengalokasikan Anggarannya masuk 
dalam APBD. Apakah sudah ada penandatanganan NPHD antara KIP, Panwaslih 
Provinsi Aceh dengan Pemerintah Provinsi Aceh. 
 

Bapak/Ibu yang saya hormati 

 Mengingat pentingnya beberapa permasalahan yang kami sampaikan tersebut, 
Tim Kunker Spesifik Komisi II DPR RI dalam kesempatan ini ingin mendapatkan 
penjelasan dari Pemprov, KIP dan Panwaslih Provinsi Aceh. 

 Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak/Ibu untuk 
menyampaikan paparan dan penjelasannya sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, 
dimulai dari Pemda setelah itu KIP Provinsi Aceh dan selanjutnya Panwaslih 
Provinsi Aceh. 

 
 
 
 



B. Paparan Pj. Gubernur Provinsi Aceh 
 

 Menjelang pemil serentak 2024, Pemerintah Aceh terus melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap ASN agar tetap menjaga netralitasnya. 

 Melalui Surat Edaran No. 800/19 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 2023, 
Pemprov Aceh menyampaikan agar para pejabat Pembina Kepegawaian 
Pemerintah Keb/Kota, para Kepala SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh, para 
Kepala Biro di ligkungan Sekda Aceh dan seluruh ASN serta (tenaga kontrak, 
pegawai Blud dan/atau Non Pegawai ASN) memperhatikan: 
 
1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 
2. UU No. 7 Tahun 2017 tetang Pemilihan Umum 
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Disiplin PNS 
4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 

 
Ketentuan di atas adalah menegaskan tentang pentingya disiplin PNS, khsusunya 
untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, dalam hal ini 
Pemilu tahun 2024. 
 
Untuk menegakkan ketentuan tersebut, Pemerintah Aceh melaksanakan Ikrar 
Netralits Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 
sebagaimana disampaikan dalam SE No. 800/19 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Ntralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan 
Pemilihan. 
 
Bahkan Pemprov Aceh juga telah meminta semua ASN untuk menandatangani 
Pakta Integritas untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas, menghindari 
konflik kepentingan, intimidasi dan ancaman, serta pentingnya menggunakan 
media sosial secara bijak, tidak menyebarkan berita hoax, dan menolak politik 
uang dalam bentuk apapun. 
 

C. Paparan KIP Provinsi Aceh 
 
Perencanaan Program dan Besarnya Kebutuhan Anggaran KIP Aceh dalam setiap 
Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 disesuaikan dengan Juknis Tahapan dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPU RI. Besarnya Anggaran 
dimaksud dialokasikan langsung oleh Bagian Perencanaan KPU RI untuk kemudian 
disampaikan ke KIP Aceh melalui Revisi Anggaran oleh Eselon 1. 
 
Untuk Daftar jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) untuk pemilu 2024 akan ketahui secara 
pasti pada H-30 dan H-7 hari pemungutan suara  
 
Terkait apakah pemilih bisa menggunakan Suket pada hari pemungutan suara masih 
menunggu Peraturan KPU RI terkait Pemungutan suara.  



 
Data yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 bersumber 
dari Data yang DP4 yang di turunkan oleh KPU RI. Data tersebut merupakan data 
konsolidasi antara DP4 yang diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU RI yang kemudian 
di sandingkan denga Data Pemilih Berkelanjutan KPU.  
Mengenai Data TPS 
 

 
 

 
 



 
 
 
Tahapan Verifikasi  Administrasi  persyaratan  Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD 
Provinsi Aceh 
 

 
 
 
Mengenai Dapil 
Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota 



Pemilu Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023. Untuk Aceh 
ditetapkan secara Nasional melalui Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023.  
Dalam menyusun Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Aceh mengacu 
pada Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana 
dalam juknis tersebut KPU Menggunakan Data agregat kependudukan perkecamatan 
(DAK2) Semester I Tahun 2022.  
Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 sudah ditetapkan berapa jumlah kursi 
berdasarkan jumlah penduduk per Kabupaten/Kota.  
Dalam tahapan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi jumlah kursi pemilu 
Tahun 2024 tidak ada penambahan untuk Dapil DPR Aceh.  
 
Bentuk pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, 
dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya oleh Sekretariat KIP Aceh dalam 
melaksanakan mandat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 
2023 
 

 
 
 
 
 
 



Seputar Logistik 
 

 
 
 
Insfrastruktur Kantor dan Gudang: 
 
a.Persiapan infrastruktur Kantor KIP Aceh menghadapi Pemilu Tahun 2024, sampai saat 
ini masih menggunakan gedung pinjam pakai milik Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh; 
b.Gudang penyimpanan logistik Pemilu hanya ada di KIP Kabupaten/Kota, gudang yang 
digunakan disewa dengan anggaran dari APBN, KIP Aceh tidak memiliki gudang karena 
setiap logistik langsung didistribusikan oleh Penyedia melalui pihak Ekspedisi ke gudang 
KIP Kabupaten/Kota; 
c.Persiapan distribusi logistik Pemilu 2024: 
-KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota telah menyusun kebutuhan biaya distribusi logistik 
dari gudang KIP Kabupaten/Kota ke TPS, besaran biaya distribusi juga sudah direviu oleh 
BPKP Perwakilan Provinsi Aceh, terhadap hasil reviu telah dilakukan pencermatan dan 
ditetapkan menjadi SK Sekretaris KIP Aceh; 
-KIP Aceh akan segera melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Distribusi Logistik ke 
TPS untuk menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pendistribusian 
logistik Pemilu 2024 dengan KIP Kabupaten/Kota Se Aceh; 
 
 
Kondisi dan  permasalahan  Kepegawaian  Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh 
termasuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) saat ini 
 
Kondisi kepegawaian Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh saat ini sudah 
cukup memadai dan siap untuk melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala 
Daerah Serentak Tahun 2024. Berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah 
Daerah yang ditempatkan di Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh, sampai 
dengan saat ini tidak ada ASN Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada Sekretariat 
Komisi Independen Pemilihan Aceh, Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh yang 
merupakan satu manajemen kepegawaian dibawah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan 



Umum Republik Indonesia sampai dengan saat ini tidak mendapat instruksi atau arahan 
dari Sekretaris Jenderal untuk penempatan ASN dimaksud. 
 
Penerapan  tugas, fungsi dan  wewenang antara KIP Aceh  dengan  Panitia Pengawas  
Pemilihan  Provinsi  Aceh dalam setiap Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 dan 
pemberian Akses Sistem Informasi pada setiap Tahapan Kepada Panitia Pengawas 
Pemilihan Provinsi Aceh. 
 
Berkaitan dengan penerapan tugas, fungsi, dan wewenang antara Komisi Independen 
Pemilihan Aceh dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dalam setiap 
Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 telah berjalan dengan baik dan koordinasi selalu 
dilaksanakan dalam setiap kegiatan dan tahapan yang memerlukan peran kedua 
lembaga, pemberian akses yang diperlukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi 
Aceh juga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Masukan Dan Saran Dari KIP Aceh Terkait Dengan Regulasi Dan Teknis 
Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak 2024 Yang Sudah Berjalan Maupun Yang 
Akan Dijalankan Sampai Pada Tahapan Sengketa Pemilu. 
 
Masukan dan saran dari Komisi Independen Pemilihan Aceh terkait dengan Regulasi 
penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak 2024 yang sudah berjalan maupun yang akan 
dijalankan sampai pada Tahapan Sengketa Pemilu yaitu berkaitan dengan seleksi 
Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/Kota diharapkan ada pengaturan lebih lanjut apabila proses seleksi terhenti 
pada setiap tahapannya. Saat ini Komisi Independen Pemilihan Aceh mengambil alih 
kewajiban, tugas, dan wewenang 4 (empat) Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/Kota yang terdiri dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, 
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten 
Aceh Tamiang, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue, hal ini dikarenakan 
terdapatnya proses seleksi yang terhenti dan tertunda, baik di tingkat Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten maupun kendala pelantikan oleh Kepala Daerah. 
 
Persiapan dan  kesiapan Komisi Independen  Pemilihan  Provinsi  Aceh menjelang 
Tahapan Kampanye Pemilu pada tanggal 28 November 2023 
 
KIP Aceh telah melaksanakan sosialisasi peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana 
Kampanye serta bimbingan teknis aplikasi sikadeka sebagai alat bantu untuk tahapan 
Kampanye dan Dana Kampanye. 
Untuk penentuan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Rapat umum, KIP Aceh telah 
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan hasilnya nanti akan ditetapkan melalui SK 
KIP Aceh. 
 
Terkait  dengan  Surat Edaran Menteri  Dalam Negeri Nomor  900. 1.9. 1 /435/SJ 
Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 



Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dimana Alokasi 
Anggaran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan (Pilkada) Provinsi/Kabupaten/Kota 
yang dialokasikan masuk dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% 
(empat puluh persen) paling lambat tanggal 10 November 2023 dan untuk alokasi 
Anggaran Tahun 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) paling lambat tanggal 15 
Desember 2023 dari nilai NPHD. 
 
Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Aceh Tahun 2024 telah ditandatangani bersama oleh Pj. Gubernur Aceh dan 
Ketua KIP Aceh pada tanggal 17 November 2023 dengan pagu sebesar 
Rp.184.425.537.200,- (Seratus delapan puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima 
juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah),- yang akan dicairkan 40% dari 
Nilai Total NPHA pada tahun 2023 sebesar Rp. 73.770.214.880,- (Tujuh puluh tiga miliar 
tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh 
rupiah),- Sedangkan 60% lagi dari Nilai Total NPHA yaitu sebesar Rp.110.655.322.320,- 
(Seratus sepuluh miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu 
tiga ratus dua puluh rupiah),- akan dtransfer pada tahun 2024. Adapun untuk 
Penandatanganan NPHD Kabupaten/Kota hingga saat ini hanya 4 (empat) 
kabupaten/Kota yang belum melaksanakan, yaitu: Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten 
Aceh Utara, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Bireuen. 
 

D. Paparan Panwaslih Provinsi Aceh 
 
Anggaran Setiap Tahapan 
Perencanaan Program Panwaslih Provinsi Aceh bersifat hirarki dengan bawaslu RI maka 
secara perencanaan program itu bersifat Top Down sehingga menyesuaikan Rencana 
Kerja (Renja) yang telah diberikan. Pada sisi kebutuhan anggaran, Panwaslih Provinsi 
Aceh menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran berdasarkan ratio jumlah pengawas 
TPS, pengawas Desa, Kecamatan serta Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada 
pokok-pokok kebijakan anggaran. Dapat kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan 
tahapan pemilu tahun 2024 pada anggaran tahun 2023 anggaran yang telah dikucurkan 
sebanyak ± 444.000.000.000 (empat ratus empat puluh milyar rupiah) dan anggaran 
yang diberikan di tahun 2024 sebanyak ± 330.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh milyar 
rupiah). Jika didasarkan dengan kebutuhan pada tahun 2024, anggaran ini belum 
mencukupi kebutuhan pelaksanaan pengawasan pemilu di Aceh. 
 
Pengawasan Dapil dan Alokasi Kursi 
Pelaksanaan Pengawasan dapil dan alokasi kursi bagi DPRD Provinsi  dilaksanakan 

dengan dua mekanisme pengawasan, yakni mekanisme pengawasan secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilaksanakan pada 

tahapan koordinasi dengan KIP Aceh, dan menghadiri kegiatan sosialisasi dan 

pencermatan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD di tingkat Provinsi. Dalam 

kegiatan ini Panwaslih Provinsi Aceh memberikan beberapa catatan atas hasil penataan 



dapil dan uji publik. Kemudian melakukan monitoring dan supervisi pengawasan 

penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota. Hingga melakukan rekapitulasi 

hasil pengawasan usulan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD 

Kabupaten/Kota dari jajaran Panwaslih Kabupaten/Kota. Serta melakukan analisis hasil 

penetapan Dapil dan Alokasi Kursi ditingkat Kabupaten/Kota yang hasil temuannya 

disampaikan kepada KIP Provinsi Aceh dalam kegiatan sosialisasi dan pencermatan 

penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di 

tingkat Provinsi. 

 

Kemudian pengawasan secara tidak langsung dilaksanakan dengan mekanisme surat 

himbauan, Panwaslih Provinsi Aceh melalui surat himbauan nomor 213/ 

PM.00.01/K.AC/12/2022 tertanggal 23 desember 2022, pada intinya meminta kepada 

KIP Provinsi Aceh dalam melaksanakan penataan dapil dan alokasi kursi dengan 

berpedoman kepada prinsip-prinsip penataan dapil dan alokasi kursi serta berpedoman 

kepada peraturan perundang-undangan lainya yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pemilu. Disamping sepanjang  pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi tidak ada 

temuan dan aduan pada tingkat DPRD Provinsi. 

 

Seputar Data Pemilih 

Pengawasan tahapan pelaksanakan penyusunan dan pemukhtahiran data pemilih Pemilu 

2024 di Aceh dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa hingga tingka Provinsi. 

Kemudian terhadap temuan atas hasil pengawasan Panwaslih Provinsi aceh memberikan 

rekomendasi/saran perbaikan selama proses pemuktahiran dan penyusunan Daftar 

Pemilih Sementara (DPS). Hasil pengawasan dan koordinasi dengan berbagai instansi 

yang berwenang diperoleh data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai 

berikut: pemilih Laki-laki sejumlah 1.844.479, dan pemilih perempuan sebanyak 

1.904.871, sehingga pemilih dalam wilayah Provinsi Aceh: 3.749.350. 

 

Dalam pengawasan penyusunan dan pemuktahiran Daftar Pemilih Sementara Hasil 

Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir), dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Rekap 

DPT ditingkat Provinsi Aceh, Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan instruksi kepada 

Panwaslih Kabupaten/Kota agar KPU/KIP di setiap tingkatan mengundang institusi yang 

berkaitan dengan daftar pemilih, dan menyampaikan saran perbaikan secara berjenjang 

untuk menghapus seluruh data TMS dan mengakomodir data MS hingga 

mempublikasikan hasil pengawasan secara serentak seluruh Indonesia secara berjenjang 

sesuai dengan akhir sub tahapan di masing-masing tingkatan, baik melalui siaran media, 

konferensi media, konten di media sosial, webinar dan kegiatan publikasi lainnya. 



Adapun daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) sebagai berikut: 

pemilih laki-laki 1.766.119, dan pemilih perempuan 1.863.976, sehingga jumlah pemilih 

pada DPSHP Akhir sejumlah 3.630.095 pemilih. 

 

Berdasarkan hasil pengawasan, berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan instansi 

terkait. Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan oleh KIP Aceh pada tanggal 27 Juni 2023 

ditetapkan pemilih dalam wilayah Provinsi Aceh pada Pemilu Tahun 2024, sebagai 

berikut: pemilih laki-laki 1.839.412, dan pemilih perempuan 1.902.625, sehingga total 

pemilih di Aceh 3.742.037.  

 

Berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait, 

pemilih yang terdaftar di DPTb dalam wilayah Provinsi Aceh sejumlah 5.639, dengan 

rincian pemilih laki-laki 2.708 dan pemilih perempuan 2.931. Adapun proses 

pemuktahiran DPTb akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 7 Februari 2024. 

 

Panwaslih Provinsi Aceh berkoordinasi dengan Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh 

serta menginstruksikan Panwaslih Kabupaten/Kota seluruh Aceh untuk melaksanakan 

koordinasi dengan instansi dimaksud dalam wilayah kabupaten/kota masing-masing, 

guna mendorong instansi tersebut melakukan percepatan perekaman pemilih yang 

belum memiliki KPT-el. Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota seluruh 

Aceh akan terus memantau proses ini, dan berupaya untuk memastikan semua warga 

negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya tersebut 

pada Pemilu Tahun 2024. 

 

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Pengawas 

Pemilihan Umum dalam wilayah Provinsi Aceh, dan telah ditetapkan jumlah Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu Tahun 2024 adalah sejumlah 16.046 TPS. Data 

jumlah TPS tersebut terdiri atas TPS regular sebanyak 16.007 TPS dan 39 TPS Lokasi 

Khusus (TPS Loksus). 

 

Sebaran pemilih yang terdapat di TPS Lokasi Khusus dalam wilayah Provinsi Aceh untuk 

Pemilu Tahun 2024 disejumlah Kabupaten/Kota seluruh Aceh. Adapun jumlah Pemilih di 

Lokasi Khusus ini adalah 7.178 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki 5.104 pemilih dan 

703 pemilih perempuan. Data Pemilih di Lokasi Khusus dapat dilihat sebagaimana pada 

tabel dibawah ini: 

 

 
 



Permasalahan DPT 
 

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Panwaslih Provinsi Aceh melaksanakan pengawasan 

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 Tingkat 

Provinsi Aceh, yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dengan 

menetapkan Keputusan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 

2024, dengan hasil sebagai berikut: 

 

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Aceh 

Jumlah 

Kabupate

n/Kota 

Jumlah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa 

Jumlah 

TPS 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

23 290 6.499 16.046 1.839.412 1.902.625 3.742.037 

 

Adapun pengawasan Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 

Tahun 2024, yang dilaksanakan oleh Panwaslih Provinsi Aceh adalah sebagai berikut: 

1) Panwaslih Provinsi Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota sampai dengan Panwaslu 

Kecamatan membuka Posko Aduan Masyarakat, yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat dan/atau pemilih untuk pengecekan DPT secara online, dan melaporkan diri 

apa bila belum terdaftar dalam daftar pemilih; 

2) Panwaslih Provinsi Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota sampai dengan Panwaslu 

Kecamatan meningkatkan pelaksanaan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih, dan 

berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang dalam rangka rekonsiliasi data pemilih; 

3) Panwaslih secara berjenjang dan berkelanjutan melaksanakan koordinasi dengan: 

 Instansi TNI dan Polri di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait adanya anggota 

TNI dan Polri yang terdata dalam DPSHP Akhir, atau akan pensiun dalam rentang 

waktu setelah penetapan DPT hingga pada hari pemungutan suara; 

 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), terkait adanya potensi pemilih baru di Lapas; 

 Dinas Sosial, terkait data pemilih disabilitas; 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam hal percepatan perekaman KTP-el 

terhadap pemilih Non KTP-el; dan  

 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam hal 

penetapan DPT, dan memastikan data kegandaan dihapus dalam DPT serta membuka 

data disabilitas dan menuangkan data dimaksud dalam formulir salinan penyusunan 

daftar pemilih. 

 



Berdasarkan pengawasan pemuktahiran dan penetapan DPT Pemilu Tahun 2024 Tingkat 

Provinsi Aceh, Panwaslih Provinsi Aceh menemukan hal-hal sebagai berikut:  

 

1. Pemilih meninggal: 6.015 pemilih 

2. Pemilih pindah memilih 4.894 pemilih 

3. Pemilih tidak dikenali: 267 pemilih 

4. Pemilih salah penempatan TPS: 8.703 pemilih 

5. Pemilih di bawah umur: 456 pemilih 

6. Pemilih bukan penduduk setempat: 64 pemilih 

7. Pemilih berstatus anggota TNI 68 pemilih 

8. Anggota berstatus anggota Polri: 28 pemilih 

9. Pemilih penyandang disabilitas: 22.272 pemilih 

10. Pemilih yang telah memiliki KTP-el: 3.742.037 pemilih 

11. Pemilih yang belum memiliki KTP-el: 95.912 pemilih 

12. Pemilih baru: 16.323 pemilih 

13. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat: 20.187 pemilih 

  

Terhadap beberapa permasalahan pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih ini 

telah diterima oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota seluruh Aceh dan dilaksanakan 

perbaikan-perbaikan sebagaimana saran-saran yang telah diberikan pada forum rapat 

koordinasi. Oleh karena itu, selanjutnya KIP Aceh melaksanakan Rapat Pleno Penetapan 

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum Tahun 2024, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023.    

 
Penerapan Koordinasi Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dengan Pemerintah 

Provinsi Aceh, Polda Aceh, Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh, Kodam Iskandar Muda, dan 

Stake holder terkait lainnya dalam setiap pelaksanaan tahapan Pemilu serentak 2024 

 

Sepanjang pelaksanaan tahapan pemilu, koordinasi dengan stakeholder berjalan 

dengan baik. Baru-baru ini kami juga menjalin kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan 

dan Kodam Iskandar Muda serta dengan Pemerintah Daerah terkait pada aspek 

penegakan hukum pemilu mencakupi kepentingan netralitas ASN, TNI dan Polri serta 

pembentukan gugus tugas dalam melakukan pengawasan isu-isu negatif, hoax, dan 

kampanye hitam (black campaign). Disamping itu juga Panwaslih Provinsi Aceh 

melakukan perjanjian kerja sama Polda Aceh dalam rangka sinergisitas tugas pokok dan 

fungsi pengawasan tahapan pemilu tahun 2024. 

 

 



Persiapan Menjelang Masa Kampanye 

 

Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan pembinaan kinerja terhada pengawas 

ditingkat Kabupaten/kota dalam mempersiapan pengawas yang professional untuk siap 

memasuki tahapan kampanye nantinya. Pembinaan ini mecakupi pembinaan terhadap 

pelatihan, sosialisasi, dan giatan lainnya sebagai bahagian pemenuhan SDM secara 

keselurahan terhadap lembaga. Penguatan kelembagaan ini semata hanya untuk 

tumbuhnya kemandirian lembaga, yang mampu melaksanakan tugas, fungsi dan 

kewenangannya dalam pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum pada tahapan 

kampanye sebagaimana yang dikendaki oleh Undang-Undang Pemilu, disamping juga 

untuk terus menjaga trust public terhadap Panwaslih Provinsi Aceh.  

 

Sejauh ini peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye 

Pemilihan Umum telah mendetailkan wilayah pengawasan dan objek pengawasan yang 

dilakukan oleh peserta pemilu secara jelas. Pengawasan dalam tempat Pendidikan 

misalkan, telah diatur secara terperinci dalam Pasal 35 hingga Pasal 37 Perbawaslu 

Pengawasan Kampanye mengenai Batasan-batasan yang bisa dilakukan dan tidak bisa 

dilakukan oleh penyelenggara di tempat Pendidikan.  

 

Sebagai wujud pencegahan terjadinya potensi pelanggaran dalam pelaksanaan 

kampanye, Panwaslih Provinsi Aceh akan terus memberikan imbauan secara resmi 

kepada peserta pemilu maupun penyelenggara kampanye dalam melaksanakan 

kegiatan kampanye, sehingga mampu menjaga kesamaan hak peserta pemilu dalam 

mengikuti seluruh tahapan pemilu ini. 

 

Peran GAKKUMDU 

Panwaslih Provinsi telah menjalin Kerjasama dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan 

Tinggi Aceh dalam membangun Kerjasama guna penegakan pidana pemilu dalam 

bentuk GAKKUMDU. Panwaslih Provinsi telah melakukan beberapa kegiatan secara 

bersama untuk mencapai kesamaan persepsi guna persiapan penegakan hukum pemilu 

kedepannya. Sejauh ini belum ada kendala apapun dalam pelaksanaan Amanah UU 

pemilu terkhusus dalam hal pembentukan GAKKUMDU. 

 

Saran dan Masukan untuk Kelancaran Pemilu 

 

1) Perlu mempertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah strategis, koordinasi 

dan komunikasi dengan DPRA, Pemerintah Aceh, Kemendagri, Kemenkopolhukam, 



dan DPR RI guna mencari solusi terbaik terhadap   kelembagaan pengawas pemilu 

dan pemilihan (Pilkada) di Aceh secara komprehensif; 

2) Perlu pemisahan penamaan kelembagaan antara Panwaslih dan Bawaslu Provinsi 

Aceh; 

3) Perlu adanyan koordinasi anatara Panwaslih Provinsi Aceh dengan stakheholder 

lainnya dalam proses pengawasan tahapan Pemilu. 

 

Terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.9. 1 /435/SJ 

Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dimana Alokasi 

Anggaran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan (Pilkada) Provinsi/Kabupaten/Kota 

yang dialokasikan masuk dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% 

(empat puluh persen) paling lambat tanggal 10 November 2023 dan untuk alokasi 

Anggaran Tahun 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) paling lambat tanggal 15 

Desember 2023 dari nilai NPHD. 

 

Tentunya pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dianggarkan pada APBD 

pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota. Adapun perencanaan program dan besarnya 

anggaran, Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten Kota dalam hal ini pernah 

diminta untuk membantu dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut 

berdasarkan alokasi anggaran pada pelaksanaan Pilkada 2014. Namun terkait 

penandatanganan NPHD tersebut Panwaslih Provinsi Aceh maupun Panwaslih 

Kabupaten Kota tidak berwenang untuk melakukan penandatanganan, karena yang 

berhak melakukan hal tersebut adalah Panwaslih Ad-hoc yang dibentuk oleh DPRD 

Provinsi dan Kabupaten/kota. 

 

 
BAB III: CATATAN/KESIMPULAN 

 
1. Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja Pemprov Aceh, KIP Provinsi Aceh, Panwaslih 

Aceh, Kejaksaan, Kepolisian dan pihak-pihak lain yang terkait, khususnya mengenai 
kegiatan koordinasi untuk memastikan persiapan dan pengawasan tahapan 
kampanye Pemilu 2024. 

2. Komisi II DPR RI juga mencatat beberapa potensi permasalahan serta poin masukan 
dan saran, khsusunya mengenai pentingnya menjaga netralitas ASN, TNI, Polri untuk 
memastikan pemilu berjalan dengan baik sesuai prinsip-prinsip demokrasi  
sebagaimana tertuang dalam ketentuan-ketentua yang telah disepakati bersama. 

3. Komisi II DPR RI secara khusus juga memberikan atensi mengenai meningkatnya 
berita-berita hoax dan upaya-upaya lain yang mengarah pada timbulnya konflik sosia. 



Oleh karena itu, penting untuk bermedia sosial secara bijak dan berhati-hati 
menposting berita. 

4. Demikian juga, secara khusus, Komisi II berharap agar penyelenggara pemilu 
memastikan seluruh pemilih dapat mendatangi TPS dengan aman, tanpa intimidasi 
dan tekanan dari pihak manapun. 
 
  

BAB IV: PENUTUP 
 

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Pemerintah Provinsi 

Aceh pada tanggal 17 November 2023, semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat 

bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan 

ini, kami ucapkan terimakasih. 

 

 

        Jakarta,  05 Des 2023 
    KETUA TIM KUNJUNGAN  

                      KOMISI II DPR RI 
 

TTD 
 

      Dr. H. Syamsurizal, SE., MM. 
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